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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemeintahan Daerah bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan
Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat melakukan penyertaan modal/ kerjasama pada/ dengan
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas
dasar prinsip saling menguntungkan serta dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Perseroan Terbatas
Bank Aceh.

Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7
Tahun 1992; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1
Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40
Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58
Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006;
Permendagri No. 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Aceh No. 2 Tahun 1999; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal,
Bagi Hasil Keuntungan, Pertanggungjawaban, Divestasi, Pembinaan dan
Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 28 Desember 2015.

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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